
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu 

dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban 

pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini 

berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu 

tindak pidana.
18

 Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang 

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan 

perbuatan pidana atau tindak pidana.
19

 

 

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak 

pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang 

akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan 

tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat 

melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 

jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal 

dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum 
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19

Ibid. Hlm. 75 



18 
 

tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan 

apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia 

akan dipidana. 

 

Berdasarkan hal tersebut pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah 

yang harus memenuhi unsur, yaitu:
20

 

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan 

dari si pembuat. 

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja 

atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran 

yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang 

ditimbulkan dari perbuatannya. 

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. 

 

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 

menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana 

apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang 

hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, 

karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat 

dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat 

dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. 
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Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan 

adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana 

yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum 

dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang  

dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau karena kelalaian (culpa). 

 

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan 

(opzet), yakni:
21

 

1. Kesengajaan sebagai Maksud 

Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan 

dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku 

pantas di kenakan hukuman. 

2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan 

perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 

dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat 

dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. 

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis) 

Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, 

bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan 

suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin 

akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-

Undang. 
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Pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:
22

 

1. Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld) 

Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 

timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap 

timbul tersebut. 

2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewuste schuld) 

Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 

timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-

Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu 

akibat. 

 

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi 

pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana 

(actrus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan (schuld) 

merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana 

yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. 

Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (actus reus) 

sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya 

kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada 

atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.
23
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Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) 

syarat
24

, yaitu: 

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya. 

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut 

dalam pergaulan masyarakat. 

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan 

 

 

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana 

yang dilakukan, yaitu
25

: 

1. Jiwa si pelaku cacat. 

2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan. 

3. Gangguan penyakit jiwa 

 

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk, adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk 

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan 

tersebut adalah merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat 

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan 

dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang 

yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 

buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak 

pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.26 
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Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 

44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 

pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana” 

 

Apabila seseorang tidak dapat bertanggungjawab disebabkan hal lain seperti 

jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal 44 ayat (1) 

tersebut tidak dapat dikenakan. 

 

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan 

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab 

atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim 

menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam 

menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan 

yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana), sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar serta 

adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, 

sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf. 

 

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus 

ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan 

hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah 

akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang 

melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.  
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B. Anak Berkonflik Dengan Hukum 

 

Definisi anak dalam instrument-instrumen hukum nasional berbeda-beda 

batasannya. Pengertian dan batasan umur bagi seorang anak didalam beberapa 

hukum positif Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 45 KUHP 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam 

perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. 

 

Sedangkan pengertian anak berkonflik dengan hukum adalah adanya tindakan-

tindakan anak yang bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dapat didefinisikan bahwa anak yang 

berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang masih belum dewasa menurut 

hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang berkonflik dengan 
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hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan 

bersalah melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah 

melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.
27

 

 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam 

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan sebagai berikut: 

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 

dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang 

menjadi saksi tindak pidana” 

 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan sebagai berikut: 

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 

 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 ayat 

(2) merumuskan sebagai berikut, Anak Nakal adalah: 

a. Anak yang melakukan tindak pidana 

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan 

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

 

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, yaitu: 

a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 

pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 
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b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak 

paling lama sampai berumur 18 tahun. 

c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling 

lama sampai berumur 18 tahun. 

 

Undang-Undang Pengadilan Anak menggunakan istilah “Anak Nakal” bagi anak 

yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar 

peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Berdasarkan ketentuan 

hukum positif yang mengatur tentang anak nakal, anak yang bermasalah kelakuan 

(anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan “Anak Nakal”. Perbuatan anak 

yang menyimpang dan melanggar hukum disebut “Kenakalan Anak”. Kenakalan 

Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama-

sama yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum 

pidana maupun melakukan perbuatan oleh masyarakat dianggap sebagai 

perbuatan tercela.
28

 

Penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak pidana maupun 

melanggar norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun) dipengaruhi 

oleh faktor intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor ekstern (diluar diri 

anak), yaitu:
29
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1. Faktor Intern: 

a. Mencari identitas/jati diri. 

b. Masa Puber (Perubahan hormon-hormon seksual) 

c. Tidak ada disiplin diri. 

d. Peniruan. 

2. Faktor Ekstern: 

a. Tekanan Ekonomi. 

b. Lingkungan Sosial yang buruk. 

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disalahkah sepenuhnya atas 

perbuatannya karena dalam melakukan tindak pidana kemungkinan dipengaruhi 

oleh hal-hal yang berada didalam dirinya (faktor intern) ataupun diluar dirinya 

(faktor intern). 

Menurut Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Anak menjelaskan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan 

pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penjatuhan 

Pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan 

tindakan, yaitu: 

a. Pidana 

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: 

a. Pidana penjara; 

b. Pidana kurungan 

c. Pidana denda; atau 

d. Pidana pengawasan 
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b. Tindakan 

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: 

a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh; 

b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 

latihan kerja; atau 

c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 

Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan 

latihan kerja. 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

menjelaskan dua hal besar dalam penyelesaian peradilan terhadap anak, yaitu 

Keadilan Restoratif dan Diversi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
30

 

Diversi merupakan tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan/menempatkan 

pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Konsep dari 

Diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah 

melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara 

korban dan anak agar penyelesaian perkara tersebut berada diluar pengadilan. 
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Syarat penerapan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversi dilaksanakan 

dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 

7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

 

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat 

dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

Penjatuhan Pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan 

tindakan, yaitu: 

 

a.  Pidana 

Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak diatur dalam Pasal 71 UU SPPA sebagai 

berikut: 

a. Pidana peringatan. 

b. Pidana dengan syarat: 

1) Pembinaan di luar lembaga. 

2) Pelayanan masyarakat, atau 

3) Pengawasan. 

c. Pelatihan kerja. 

d. Pembinaan dalam lembaga, dan 

e. Penjara. 

 

b.  Tindakan 

Tindakan yang dapat dikenakan pada anak diatur dalam Pasal 82 UU SPPA 

sebagai berikut: 
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a. Pengembalian kepada orang tua/Wali. 

b. Penyerahan kepada seseorang. 

c. Perawatan di rumah sakit jiwa. 

d. Perawatan. 

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta. 

f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau 

g. Perbaikan akibat tindak pidana. 

 

C. Tindak Pidana Pencabulan 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar aturan tersebut. Sedangkan perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 

diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) , sedangkan ancaman pidananya 

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
31

 

 

Pencabulan adalah suatu perbuatan keji dan kotor, perbuatan yang tidak senonoh 

karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pencabulan atau perbuatan cabul 

adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau 

perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya 

cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan sebagainya. Persetubuhan juga 
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termasuk dalam perbuatan cabul, akan tetapi didalam undang-undang disebutkan 

tersendiri.
32

 

 

Menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handelingen) 

adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan 

kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau 

bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-

elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium 

mulut seorang perempuan.
33

  

 

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:
34

 

1. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak. 

2. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu. 

3. Fonding yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak. 

4. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak 

mulut. 

 

Jenis Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
35

 

a. Perbuatan cabul terhadap orang pingsan 

Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak 

berdaya. Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak 

diketahuinya. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur 

objektif yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui 
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atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul karena orang pingsan 

masih dapat mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Kejahatan ini 

diatur dalam pasal 290 KUHP sebagai berikut: 

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 

2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan sesorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumya belum 

lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan 

belum waktunya untuk dikawin. 

3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau 

umumya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya 

untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang 

lain. 

 

b. Perbuatan cabul sesama kelamin (Homoseksual) 

Perbuatan ini dilakukan sesama jenis kelamin, dalam perbuatan cabul tidak 

mungkin terjadi pesetubuhan antara sesama jenis dan tanggung jawab 

pidana dibebani kepada siapa diantara dua orang itu yang telah dewasa. 

Diatur dalam Pasal 292 KUHP, yakni: 

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya 

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” 

 

c. Perbuatan cabul dengan cara menggerakkan orang belum dewasa untuk 

melakukan perbuatan cabul 

Perbuatan ini dilakukan dengan cara memberi uang atau merayu seseorang 

yang umumnya dibawah 15 tahun untuk melakukan perbuatan cabul. 

Diatur dalam Pasal 293 KUHP, yakni: 

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 

menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau 
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dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik 

tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 

selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun.” 

 

d. Perbuatan cabul terhadap anak, anak tirinya dan lain sebagainya 

Perbuatan ini  dilakukan dengan orang dibawah umur yang tidak cacat 

kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih 

dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan anak sendiri. Diatur 

dalam pasal 294 KUHP, yakni: 

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak 

angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan 

orang yang belum dewasa yang pemeliharaanya, pendidikan atau 

penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana 

penjara paling lama tujuh tahun.” 

 

 

Tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP pada Pasal 289 sampai 296, tetapi 

peraturan didalam KUHP hanya ditujukan kepada pelaku usia dewasa. 

Ketentuan dalam Pasal 289 KUHP menentukan: 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 

 

Ketentuan dalam Pasal 296 KUHP menentukan: 

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan 

cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 

pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” 
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Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula didalam 

Undang-Undang diluar KUHP, yaitu terdapat dalam Pasal 81 dan 82 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: 

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain. 

 

Ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa: 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak 

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

 

 

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak sebagai peraturan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. 

Hal ini dilakukan demi menjaga perkembangan mental dan pembentukan pribadi 

anak sebagai penerus gerenasi bangsa, sehingga perlu dibedakan perlakuannya 

didalam hukum acara dan juga acara pidananya dan untuk lebih melindungi dan 

mengayomi anak dalam menyongsong masa depannya. 
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D.  Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim 

memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh 

Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa 

hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam 

memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, 

juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. 

 

Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2011 menjelaskan tentang pedoman pemidanaan, 

dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan: 

a. Kesalahan pembuat tindak pidana. 

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. 

c. Sikap batin pembuat tindak pidana. 

d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 

e. Cara melakukan tindak pidana. 

f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana. 

g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana  

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana 

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 

j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau 

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 

 

Putusan hakim harus memerhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari 

perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat 
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formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. 

Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji 

dengan empat criteria dasar pertanyaan (the 4 way test) berupa:
36

 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini? 

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan 

mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu peristiwa dan 

kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto, hakim 

memberikan keputusannya, mengenai hal-hal sebagai berikut:
37

 

a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang ditujukan padanya 

b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana. 

 

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 

didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim. Pada 

pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestanddelen) dari 

suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan 

sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dalam 
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praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan 

dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 

persidangan dan dari keterangan para saksi. Setelah fakta-fakta dalam persidangan 

diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap 

unsur-unsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh 

jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, 

dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana 

yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa.
38

 

 

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim 

dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung 

pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, 

yaitu:  

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  

 

Menurut MacKenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu:
39

 

1.  Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 
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keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 

 

2.  Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim 

akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara 

pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu 

putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.  

 

3.  Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi 

suatu perkara yang harus diputuskannya. 

 

4.  Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 
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dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5.  Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

 

 

 

 

 


